PUTUSAN
Nomor 0877/Pdt.Gr2016/PA.Bm
A A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Penrgaditan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perikara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis tekah menjatuhkan putusan perkara
cerai gugat antara :
Samsiah binti Mahsar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Nggaro Rangga RT.002
RW. 001 Desa Kol Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima,
sebagai Pengpugat;
melawan
Masrun bin M. Nor, umur 46 tahun, agama Istam, pekerjaan Bertani, tempat
tinggal di Dusun Nggaro Rangga RT.002 RW. DD1 Desa Kole
Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang,

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 28 Juni 2016
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0877/Pdt G/2016/PA.Bm tanggal 28

Juni 2016 dengan dalil-d=alil sebaga berikut :

1. Bahwa, pada tanggal D9 Jumi 1989, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pemikshan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima besdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : K 7 10 / Pw.01/ 8a / 1989 tanggal 19 Agustus
1989,

2 Bahwa, setelah pernikahan lersebut Pengguger dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumab kediaman orang tua Penggugat di Desa Kole

Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima setama 1 tahun, kemudian pindah
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dirumah milik bersama di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
selama 26 tahun.Selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telgh hidup rekun sebagaimana kayaknya suami istari dan dikaruniai 2 orang
anak bemama 1. Hidayat (L) umur 23 tahun, 2. Sugivanto (L) umur 18
tahun ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak Januari 2015 antara Penggugat dengan
Tergugat terus-menerus tedjadi persedisihan dan perengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun tagi dalam ruenah tangga disebabkan antara
lain -

a. Tergugat suka melakukan kekeragan dalam rumah tangga {KDRT} ;
b. Tergugat suka mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kasar ;

4. Bahwa, puncak keretakan nzmah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebib pada tanggai 26 Juni 2018 yang
akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu
puia antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tnggal sampai
sekarany. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat,
tidak ada !agi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluaiga dan
tokoh masyarakat namun tidak berhasit ;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibna dengan taik sehingga tuiuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sutit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak
fidak melanggar noma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyedesaikan
permmasalahan antara Penggugat dengan Tergugat,

Berdasarkan alasaniialildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bima memeriksa dar mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatubkan putusan yang amarnya berbunyi :
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Daiam Patitum
A. Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Mastun tin M. Nor) Terhadap
Penggugat (Samsiah binti Mahsar);
Menetapkan aya perkara sesuai aturan yang beraku
B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatehkan putusan lain yang seadiladinya berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada han dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah

datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh crang lain menghadap

L

sebagai wakikuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang
relaas panggilannya Nomor 0877/Pdt G/2016/PA.Bm tanggal 14 Juli 2616 dan
01 Agustus 2016 dibacakan di dalam sklang, temyata tidak hadir di
persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menaschati Pengguyat agar berpikis untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalii-dahi
permohonannya untuk bercerai dengan Tergugad,

Bahwa perkara ini fwlak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggi secara tesmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pengrugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat:
1. Folokopi Kertu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :
5206104910700002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bima tanggal 29 Juni 2012. Bukti surat telah diberi meterat cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang termyata sesuai. Oleh Ketua
Majelis diberi kode {P.1);
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2. Foickopi Kutipan Akta Nikah Nomor : K / 10 / Pw.09 / 8a / 1589 ,
tanggal 19 Agustus 1989 yvang diketuarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatar Wera Kabupaten Bima. Bukli surat telah diber meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh
Ketua Majehs diberi kode (P.2);

B. Saksl

1. Nama Suikrin bin Usiman Umur 41 tahun Agama |siam, Pekerjaan
bertani Tempat Kediaman di Rt02 Rw.01 desa Kole Kecamatan
Ambalawi Kabupatern Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku
sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat di bewsah sumpabnya
memberikan kelerangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kena! dengan Penggugat dan Tergugat karena saks
bertetargga |

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa setelan menikah Penggugat dengan Tergugat  telah
dikaruniai 2 {dua) orang anak ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar disebabkan Terqugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2
{dua) bulan yang ialu sampai sekarang dan Tergugal yang
meninggatkan kediaman bersama tanpa sefiin | Penggugat dan
tidak pemah kembali;

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat
sudah didamaikan namun tidak berhasil ;

2 Nama Nurdin bin Jamaludin, Umur 51 tahun agama Istam, Pekerjaan
bertani Tempat Kediaman di Rit02 Rw.01 desa Kole Kecamatan
Ambalawi Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku
sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat di bawah surnpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut -
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
bertetangga .

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalkah suami istn sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat  tefah
dikaruniai 2 { dua) orang anak ,

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
berselisih dan berlengkar disebabkan Tergugat suka memukul
Penggugat hingga babak belur dan tidak memberkan natkah
kepada Panggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat swiah pisah tempat tinggal sejak 2
{duadxtan bulzn dan Tergugat yang meninggalkan kediaman
bersama tanpa seijin Penggugat dan tidak pernah  kembali;

- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat
sering didamaikan keluarga namun tidak beriwasil ;

Seianjutnya umtuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat datam berita acara siklang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pubuean ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksix dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas,

Meninbang, bahwa temyata Tergugat, meskioun dipanggil secara resmi
dan patut, idak datang menghadap di muka sidang dan ketidaldhadirannya itu
fidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi flak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat {verstek];

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
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sepanjaryy berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ity majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dali-dali gugatannya;

Manimbang, bahwa untuk membukiikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
dibuktikan dengan bukdi P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan asiinya
serta keterangan saksi-saksi di perslangan, maka hamus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugal adalah Warga Negara yang tercatat secara Adminisirasi
Penduchik yang bewdomisilibertempat tinggal di wilayah Hukum Pangadilan
Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan
sebagaimana yang dmmaksud oleh Undarg-undang Momor 1 tahun 1974
tentang perkawinan karena e Majedis Hakim berpendapat bahwa perkara ini
termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud
oleh Pasal 04 Ayat (1} dan Pasal 49 Ayat (1) huruf {a) dan Pasai 73 ayat (1)
Undang-undang Nomaor 7 tahun 1988 fertang Peraditan Agama sebagamana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubshan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang teiah
dibukiikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya
dan saksi-saksi di perskiangan maka teiah terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telabh menikah menundt
ketentuan Hukm slam dan perundang-undangan yang berlaku sabagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 2 Undapg-undang Momor 1 tahun 1974 jo Pasal 2
ayat {1) Peraturan Pemerintah Nemor 8 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1)
Komgilasi Hukum lslam;

Menimbang, bahwa Fenggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
bahwa kurang lebih sejak Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat
tarus-menerus torjadi perseksihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidug rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka

melakukan kekerasan dalam rumah tangga,Tergugat suka mencacimaki
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Penggugat dengan kata-kata kasar dan puncaknya pada tanggai 26 Juni 2{186,

Tergugat telah pergi meninggaikan kediaman bersama sampai sekarang,

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telab benmpaya
mendamaikan Penggupgat dan Tergugat mamun tidak berhasil. sehingga
Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah fangganya
sudah tidak dapat dipertahankan lagi,

Menunbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergupat
fidak membenikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut
Perggugat tetah menghadirkan saksi-saksi yang mana ddbawah sumpahnya
fetah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan atasan
perceraian sebagaimana yang didalilkan okeh Penggugat, keterangan mana
antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling
bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi
tersebut baik secara formil mauwpun secara matedl dapat diterima dan dijadikan
sebagai alat bukti yang mempunyat nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,
maka telah ditemukan faktafakla yang menunjukan alanya keretakan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

a. Penggugat dan Tergugat adakah pasangan suami istri  sah dan telah
dikaruniai 2 orang anak;

b. Penggugat dan Tergugat senng berselisth dan bertengkar disababkan
Tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat dan suka memukid hingga
Penggugat babkak belur;

c. Penggugat dan Temugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan
yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin
Penggugat;

d. Penggugat dan Tergugat sering didamaikan hamun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut
diduga bahwa tujuan perkawinan adalah unfuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal serta mewigudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah
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mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasai 1 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pazal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak
dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim
berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak
dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalak untuk
mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamailan
iagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah
atau untuk mencari siapa penysbab terjadinya perselisinan dan pertengkaran
dalam remah tangga kedua betah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan
di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi,
maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya
benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pemikahan tidak hanya tersatas pada
hubungan fisik dan mater akan tetapi lebih menitik beratkan pada ixatan bathin
atau jwa yang mendalam yang terbujam dalam kalbwhati sanuban
sebagaimana yanyg ditekankan oleh Allah SWT Q5. Ar Rum Ayat 21
yang artinya : "Dan dianfara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

unidukmo islr-isid dan jerismu sendin, supaya Kamu cenderung

dan merasa tentram kepadanya, dan dijacikan-Nya diantaramu

rasa kasth dan sayang. Sesungguhnya pada yvang demikian ity

benar-benar lerdapatl tanda-fanda bagi kaum vamg berfikic”.
Perkawinan bukanlah suaztu tindakan meng melainkan suati upaya untuk
mewyjudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warehmah dan bahkan lebih
jauh fagi Al-Quran menitik beratkan lekainya hubuingan ikatan jiwa antara suami
isti hamus sampai pada ferciplanya kehammonisan dan apabila ikatan jiwa
antara suami &ti sudah sima atau sudah tbdak ada lagr, maka sebenamya
perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagat bukti umah tangga kedus betah pihak
sudah tidak ada lagi ikatan bathinfikatan jwa adalah ditandai dengan pisah
ternpat Enggal sejak tanggal 26 Juni 2016;
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Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga,
tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak
membuahkan hasil atau dengan katakata lain tidak menggoyahkan keinginan
Penggugat menceraikan Tergugat itz juga pertarda bahwa ¥&atan bathinfikatan
jiwa kedua belzh pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, hahwa ditinjau dan segi penyelesaian masalah maka
percersian merupakan satu-satunya aliemalif terbaik bagi Penggugat dan
Tergugat untuk mengakhiri persoatan rumah tangganya, sebab jika rumah
tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, matah justru akan
menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa antara svami isii ity tidak akan hidup rukun sebagai suami isii”
jo Pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemeriniah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kempilasi Hukuen Istam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan  untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki
Undang-Undang Perkawinan maupun Koempilasi Hukum islam, namtn kondisi
rumah tangoa Penggugat dan Tergugat justru sebalinya tedah lari dan prinsip-
prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpenxiapat bahwa
percersian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang
perkepanjangan dan menghindari tmbulnya mudharat yang lebih besar lagi
bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik}
yang tesmuat dalam Kitab Figh As Sunnah Juz B halaman 290 yang berbunyi,
atinya  “Maka apabila gugatan istri lelah pasli dan penderilaan ister

menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Haldm tdak dapst
mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenarnkan manjatuhkan
Thaiak bain Suami terhadap st

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan

satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim periu
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Disclaimer

mengetengabkan pendapat Ulama Islam yang fermuat datam Figh Islam
sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai
benikut :

DN TP e L AL B e o g
Artinya : Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan
agar menceraikan terhadap suarminya jika jia berpendapat suami telah berbual
memudharcikan dirinya.

Menrniang, bahwa Mejelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat
Uiama tslam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat
tersebut menjadi pendapat sendirt dalam mermitdushkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena daliFdaiil vang disampaikan oleh
Penggugat teiah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak
bertentangan dergan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat menung hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang MNomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 0
Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf {f) Kompilasi
hukum Islam;

Menimbang, bafrwa berdasarkan Pazal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panidera Pengadilan Agama Bima
diperintahkan unfuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat
Mikah dimana Penggugat dan Tergugat berternpat tinggal dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, babwea karena perkara 3 guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang NMomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 fahun 2008, dan perubaban kedus dengan Undang-undang Nemor 50
tahun 2004, biaya perkaré hamnz dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peratran perendang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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WENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, fidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Masrun bin M. Mor)
Terhadap Penggugat {Samsiah binti Mahsar);

4. Memerintaitkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk
mengiimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kanmior Urusan Agama Kecamatan Ambalawi
Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Wera Xabupaten Bima, untuk dicatat perceraian
fersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat uniuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 466.000 ,- {empat ratus enam puluh enam fbu rupiah).

Demikian diputuskan daiam rapat pemmusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggat 11 Agustus 2046 Masehi, bertepatan
dengan tanggal, Dzulqaidah 1437 Hijriah, oleh kami H. Ahmad Gani, SH
sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan

Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk urmum oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oieh Hakim Anggota dan dibartu oleh

Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Penggantt serta dihadiri oleh Penpgugat tanpa

hadimya Tergugat. '

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi
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re. H. Ikhlas

- Perincian Biava Perkara :
1. Pendaftaran > Rp.  30.000.-
2. Prosas : Rp. 50.000-
3. Panggitan : Rp. 375.000,-
4, Redaksf : Rp. 2.000) -
5. Metera : Rp.  5.000-
Jumlah Fp. 488.000 -
(empat ratus enam puluh enam ribu  rupiah).
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